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Upah mengupah merupakan bentuk tolong menolong antara sesama 
manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kerja sama antara pemilik 
sawah dengan buruh cangkul terdapat dua bentuk pembayaran upahnya yaitu upah 
yang dibayarkan secara tunai dan upah yang ditangguhkan. Praktik upah kerja 
yang dibayarkan secara tunai terbagi dalam dua bentuk yaitu upah harian lepas 
dan upah harian biasa yang dibayarkan dalam bentuk uang. Sedangkan praktik 
upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan belum diketahui jelas berapa banyak 
upah yang akan didapat. Hanya saja dijelaskan bahwa dia akan mendapatkan upah 
berbentuk gabah dan jatah untuk memanen padi. Pada saat panen tiba maka buruh 
cangkul yang telah bekerja mencangkul akan ikut memanen padi yang telah 
disiapkan oleh pemilik sawah, ketika telah diketahui berapa banyak padi yang 
didapat maka pemberian upahnya menggunakan sistem bagi hasil. 
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik upah 
kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit 
Kabupaten Way Kanan? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik 
upah kerja buruh cangkul tersebut?.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menganalisis praktik upah kerja buruh cangkul dan untuk 
mengetahui bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap praktik upah kerja buruh 
cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way 
Kanan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif 
dan cendrung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan 
dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan penelitian 
ini merupakanpenelitian lapangan (field research). 
Hasil penelitian dari penelitian ini adalah upah yang dibayarkan secara 
tunai dan upah ditangguhkan pada saat panen tiba. Upah yang dibayarkan secara 
tunai terdapat dua bentuk pembayarannya yaitu upah harian lepas dan upah harian 
biasa. Selain dari nominalnya, perbedaan dari kedua bentuk pembayaran upah 
tersebut ialah terdapat pada jatah makannya. Berbeda dengan upah yang 
ditangguhkan pada saat panen tiba dengan upah yang berbentuk gabah. Di mana 
ketika hasil padi yang dipanen mengalami kerusakan atau gagal panen maka upah 
yang didapat buruh tidak sesuai, dan ketika padi yang dipanen bagus maka buruh 
akan memperoleh keuntungan.Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap Praktik 
upah kerja buruh cangkul yang dibayarkan secara tunai diperbolehkan atau tidak 
menyalahi aturan. Namun praktik upah kerja buruh cangkul yang di tangguhkan 
belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Sebab upah yang menjadi objek 
pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh 
karena hasil tanaman padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus ataupun malah 
gagal. Upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo tampaknya 
mengandung unsur ketidakpastian dan unsur gharar yang dalam Islam dilarang 










                         
        
 
Artinya:“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhknya 
Allah sangat berat siksa-Nya” .1 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang proposal ini terlebih 
dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul, hal ini untuk menghindari 
penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan 
dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul Proposal 
ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul: Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul. 
1. Tinjauan 
Tinjauan dalam “kamus besar bahasa Indonesia“ mempunyai arti 
pandangan atau pendapat secara istilah tinjauan adalah “pemeriksaan yang 
teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan 
penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk 
memecahkan suatu permasalahan”.1 
2. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah “hukum-hukum Allah SWT. Yang 
kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Qur‟an atau 
hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: 
kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum 
jelas didalam al Qur‟an perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru 
dari permasalahan menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut 




                                                             
1
Hasan Alwi dan Dendi Sugono, Telaah Bahasa dan Sastra  (Jakarta : Yayasan Obor 
Indonesia 2002), h.6. 
2
 Siti Mahmudah, Historisitas Syari‟ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil „Abd al-Karim) 
(Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), h.197. 
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3. Upah  
Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang 
yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan 
bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.
3
  
4. Buruh Cangkul 
Buruh adalah “orang yang bekerja untuk orang lain untuk 
mendapatkan upah”4. Sedangkan buruh cangkul yaitu seseorang yang 
bekerja mencangkul terhadap orang lain untuk mendapatkan upah. 
Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas, bahwa yang 
dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pemeriksaan yang teliti terhadap 
pemberian imbalan sebagai bayaran seseorang yang telah bekerja mencangkul  
berdasarkan hukum-hukum Allah Swt. yang terjadi di Kampung Argomulyo 
Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan memilih judul skripsi Tinjaun Hukum Islam 
Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif  
Adanya kejanggalan mengenai pembayaran upah, yakni 
pembayaran upah yang ditangguhkan hingga waktu panen tiba. Selain itu, 
pembayaran upah juga belum jelas nominalnya dan sifatnya masih 
spekulasi. 
                                                             
3Kumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam,(Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 
h.141. 
4
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 




2. Alasan Subjektif 
a. Tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan 
untuk dilakukan penelitian. 
b. Masalah ini dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang 
sedang penulis tekuni yaitu hukum ekonomi syariah. 
C. Latar Belakang Masalah 
Kerja sama adalah salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong 
menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Dalam kerja sama antara pemilik sawah dengan buruh cangkul terdapat dua 
bentuk pembayaran upahnya yakni upah yang dibayarkan secara tunai yang 
disebut dengan upah harian dan upah yang ditangguhkan pada saat panen 
dengan upah berbentuk gabah bukan berupa uang yang belum jelas 
nominalnya. Seperti yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit 
Kabupaten Way Kanan. 
Kegiatan seperti ini terjadi saat pemilik sawah membutuhkan tenaga 
kerja dan tidak mempunyai uang sehingga pemilik sawah mencari buruh yang 
ingin bekerja mencangkul sawahnya dengan pembayaran yang ditangguhkan 
pada saat panen tiba yaitu mendapatkan jatah untuk memanen padi dengan 
menggunakan sistem bagi hasil dan tambahan mendapatkan upah berupa 
gabah. 
 Pada saat panen tiba maka buruh cangkul yang telah bekerja 
mencangkul akan ikut memanen padi yang telah disiapkan oleh pemilik 
sawah, ketika telah diketahui berapa banyak padi yang didapat maka 
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pemberian upahnya menggunakan sistem bagi hasil yaitu 5:1 ketika mendapat 
6 taduk padi maka 5 taduk untuk pemilik sawah dan 1 taduk untuk buruh  dan 
buruh akan mendapatkan tambahan 1 taduk gabah  ketika buruh bekerja 
mencangkul selama dua hari. 
Upah Mengupah merupakan salah satu kerjasama yang berdasarkan 
unsur kejelasan dan saling menguntungkan termasuk didalam kerja sama 
antara pemilik sawah dengan buruh cangkul semestinya adanya kejelasan 
terhadap upah yang diberikan kepada buruh cangkul agar tidak merugikan 
salah satu pihak. Sistem upah yang dilakukan oleh pemilik sawah tersebut 
dapat merugikan salah satu pihak yaitu ketika terjadi gagal panen maka upah 
yang didapat buruh tidak sesuai. 
Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek dalam 
kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun dalam aspek 
muamalah. Dalam prinsip dan asas muamalah manusia dapat 
mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat 
sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.
5
 Khususnya dalam 
Ijarah, dalam perjanjian pengupahan kedua belah pihak diperintahkan untuk 
bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak tejadi 
tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan 
sendiri. 
                                                             
5
 Rusfi, Muhammad. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan 
Harta." Al-'Adalah vol 13 no 2 2016, Bandar Lampung: Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan 
Lampung,2016) h.243. (on-line), tersedia di 
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519  (14 Juni 2019) dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 
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Upah mengupah  merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah 
yang berbasis tolong menolong karena tujuan disyariatkan ijarah itu adalah 
untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. 
Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang 
punya tenaga dan membutuhkan uang. dengan adanya ijarah keduanya dapat 
saling menguntungkan dan dapat saling memperoleh manfaat.
6
 
Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk saling tolong 
menolong agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya. Sebagaimana yang 
difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur‟an yang berbunyi: 
                       َللا اْوُقَّ تاَو   
 َللا          
Artinya:“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhknya 
Allah sangat berat siksa-Nya”7 
 
Dari ayat diatas manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong 
dalam hal kebaikan karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri 
dan  memerlukan bantuan orang lain termasuk dalam upah mengupah. Islam 
juga telah mengatur mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada 
perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini upah dapat 
dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan diselesaikan. Namun tentang 
                                                             
6
 Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana, 2003), h.217. 
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hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu diselesaikan. 
Berdasarkan hadis Rasulullah Saw. 
  ْبَع ْنَعَاق َلَاق َرَمُع ِنْب ِللا ِد َْلْا اوُطَْعأ مَلَس َو هْيَلَع ُللا ىَلَص ِللا ُل ْوُسَر َل
 َرْجَأ َر ْ يِج َرَع َّف َِيَ ْنَأ َلْب َق ُه ُهُق )هج ام نبا هاور(  
Artinya: Dari‟Abd. Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabdah, 





Hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada 
orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan 
tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan 
sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaraan tentu sangat merugikan 
orang tersebut Penundaan pembayaran termasuk kezaliman yang sangat 
dihindari. 
Berdasarkan keterangan di atas, maka dianggap perlu untuk diadakan 
penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai upah kerja buruh cangkul, 
karena ada salah satu syarat upah tidak terpenuhi yaitu tidak diketahui jelas 
berapa banyak upah yang didapat dan adanya penangguhan pembayaran upah. 
Penelitian ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 
PRAKTIK UPAH KERJA BURUH CANGKUL (Studi di Kampung 
Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan). 
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 Muhammad  Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibn Majah, Juz II, No.2443 (Dar Ihya‟al-
Kutub al-„Arabiyah,2009),  h.816. 
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D. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo 
Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kerja Buruh Cangkul 
di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan? 
E. Tujuan dan Kegunaan penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung 
Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. 
b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kerja Buruh 
Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way 
Kanan. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu 
pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis 
berikutnya,dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat 
tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik Upah Kerja Buruh 
Cangkul di Kampung Argomulyo. 
b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas 
akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Raden Intan Lampung. 
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F. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang 
bersifat deskriptif dan cendrung menggunakan analisis, serta proses dan makna 
lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan 
disebarkan sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian  
a. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field 
research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau 
diresponden.
9
 Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk 
memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi 
subjek yang bersangkutan. Selain lapangan penelitian ini juga 
menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) sebagai 
pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur 
yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan 
diteliti. 
b. Sifat Penelitian  
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini skripsi ini bersifat 
deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau 
menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, 
gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data 
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 Susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut 
Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9. 
9 
 
penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih 
sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di 
lapangan. 
2. Sumber data penelitian 
Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden 
maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian 
yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di 
analisis, yaitu data primer dan data sekunder. 
a. Data primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.
10
 Pada umumnya 
data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan 
oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data 
sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau dilokasi 
penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara 
kepada responden. 
b. Data sekunder 
Data Sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang 
informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti 
menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan 
penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah 
beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, 
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 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2010), h.29. 
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antara lain: Al-Qur‟an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan 
literatur-literatur lainnya yang mendukung. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
data.
11
 Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 
a. Observasi 
Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara 
memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek 
penelitian tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.
12
 
Observasi di lakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.  
b. Wawancara 
Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana 
peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden.
13
 
Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang 
dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview 
dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari 
Kepala Desa, Pemilik Sawah, pekerja atau buruh, serta pihak-pihak yang 
dianggap tahu tentang penelitian ini. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2015), h.224. 
12
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Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 




4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang 
dipelajari tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau 
objek itu.
15
 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh 
pemilik sawah dan buruh cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan 
Banjit Kabupaten Way Kanan yaitu sebnyak  158 orang 
b. Sampel 
Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili 
populasi.
16
 Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-
sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya 
sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana. 
Menurut Suharismi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar 
ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil 
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 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 
29. 
15
 Radial, Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2014), h.336.  
16
 Ibid. h. 33 
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semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi, jika 
jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. 
Jadi sampel dari penelitian ini adalah 10% x 158 = 16 orang. 
5. Metode Pengolahan data 
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau 
angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus 
tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul 
baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah 
pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
a. Pemeriksaan data (Editing) 
Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 
dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data)atau 
terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
17
 Dalam proses editing 
dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai 
atau relevan dengan masalah yang dikaji. 
b. Sistematisasi data (systematizing) 
Sitematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka 
sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis 
mengelompokan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi 
tanda menurut klasifikasi urutan masalah. 
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6. Analisis Data 
Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya 
adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. 
Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh 
dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai 
jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah 
dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah 
suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang 
keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang 
riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis. 
Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
induktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, yang 




Selain metode induktif, penulisan ini juga menggunakan metode  
dedutif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya umum atau peristiwa-peristiwa 
yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang 
bersifat khusus.
19
 Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang 
berbagai hal yang berkaitan dengan praktik upah buruh cangkul. 
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A. Pengertian Upah 
Secara alamiah manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga 
guna menghasilkan harta yang bisa digunakan untuk kelangsungan hidupnya. 
Sementara itu, kebutuhan manusia yang begitu banyak dan sangat beragam 
sehingga tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya, 
oleh karena itu terciptalah  interaksi antara seseorang dengan orang lain. 
Disamping kebutuhan materi, manusia dihadapkan pada kebutuhan jasa. 
Disinilah terjadi keseimbangan. Sementara orang mengerahkan tenaga untuk 
menghasilkan harta, orang lain membutuhkan jasa tenaga mereka. Dalam Islam 
sewa menyewa jasa disebut al-Ijarah. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk 
kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-
menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain.
1
 
Secara etimologi Al-Ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti al-
„iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.2 Oleh karena itu, 
lafaz Ijarah mempunyai pengertian secara umum meliputi upah atas 
pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah 
melakukan sesuatu kegiatan.
3Sedangkan menurut syara‟ ijarah adalah suatu 
jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.4 Upah juga 
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  Ascarya, Akad &Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.228. 
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sering disebut dengan Ijarah „ala al-a‟mal, ialah “sebagai suatu akad yang 
objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan”.5 
Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, ijarah ialah kepemilikikan harta dari 
seorang yang dikontrak tenaganya (ajir) oleh orang yang mengontrak 
tenaganya (musta‟jir), serta pemilikan harta dari musta‟jir oleh ajir, dimana 
ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi 
(imbalan).
6
 Sedangkan Menurut pernyataan Professor Benham” ujrah adalah 
uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja 
atas jasanya sesuai perjanjian”.7 
Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan 
sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan 
suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.
8
 
Mengenai masalah pengupahan, Islam menetapkan suatu pembahasan dalam 
kitab Fiqh, yang terdapat dalam  al-ijarah. Ijarah merupakan suatu jenis akad 
antara dua pihak yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam tempo yang 
telah disepakati berdasarkan ketentuan syari‟at. Dalam konsep ijarah pemilik 
yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut dengan mu‟jir 
sedangkan  pihak lain yang menyewa manfaat disebut musta‟jir dan sesuatu 
yang diakad untuk dimabil manfaatnya disebut dengan  ma‟jur, serta jasa yang 
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 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
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diberikan sebagai imbalan manfaat ajran atau ujrah. Ketika akad ijarah telah 
terjadi secara sah, maka musta‟jir sudah berhak atas manfaat, dan orang yang 
menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang 
disewakan karena ijarah termasuk jenis transaksi tukar-menukar. 
Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah upah atau 
biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh sebab akad 
itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika 
pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan yang dimaksud dengan 
secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan 
tersebut. Karena pada saat itulah, sesuatu yang menjadi objek akad menjadi 
milik musta‟jir (pihak yang mempekerjakan). 9 
Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah 
mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. 
Hukum asalnya boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan Islam. Bolehnya hukum ijarah berdasarkan kepada ayat-ayat Al-
Qur‟an dan Hadis Nabi.10 Pada dasarnya Ijarah adalah salah satu bentuk 
kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan 
salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling menolong 
antara sesama sesuai dengan ajaran agama.
11
Dan tujuannya disyariatkannya 
ijarah ialah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan 
hidup. Dan tujuannya disyariatkannya ijarah ialah guna memberikan 
keringanan kepada sesama dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang 
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namun tidak dapat bekerja, dan dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan 




B. Dasar Hukum Upah  
Dalam akad ijarah, hampir semua fuqaha sepakat bahwa ijarah 
dibolehkan berdasarkan al-Qur‟an, hadis (as-sunnah), dan ijma‟. Adapun 
beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan al-
Basri, al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak 
membolehkan ijarah, sebab ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak 
dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan 
jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit 
demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh 
diperjualbelikan.13 
Ulama  memperbolehkan Ijarah berdasarkan legitimasi dari Al-
Qur‟an, Al-Sunah, dan Ijma. 
a. Dasar hukum Ijarah dalam Al-Qur‟an 
Surat Ath- thalaq [65]: 6 
              
Artinya:“jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah 
imbalannya kepada mereka.”14        
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Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum 
islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh 
menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku 
umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.
15
 
Surat  An-Nahl [16] ayat 97: 
                           
              
Artinya:”barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka akan pasti akan kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan 
dengan pahala yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan”16 
  
 Maksud balasan dalam ayat tersebut adalah tentang upah atau 
kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat 
karena Allah akan mendapatkan balasan baik didunia (berupa upah) maupun 
diakhirat ( berupa pahala), yang berlipat ganda. 
Surat Al-Baqarah: 233 
                       
         َللا     َللا        
Artinya:“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, 
maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan 
cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 
bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”17 
 
Yang menjadi dalil diatas adalah ungkapan “apabila kamu 
memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan 
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adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. 
Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan.
18
 
Surat Al-Qasas (28) ayat 26 -27 
                         
                         
                      
       ُللا َْنِيِحَلِ ّا  َِن   
Artinya:“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: "Wahai 
ayahku! Jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya 
orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada 
kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. dia (Syaik 
Madyan)berkata: "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan 
engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, 
dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan 
tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah 
(suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan 
engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang 
baik.”19 
 
b. Dasar hukum hadis 
 ِس اَبَع  ُْبا  َْع للا ىحص لِبِّنّا لِنَأ و ويحع َم ا لِجُلحا ِطْعاَو ْمِجَتْحِا محس
هاور( ُهَرْجأ )محسهىر اخبّا 
Artinya:“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabdah, 
“berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya 
kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).20 
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 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema 
Insani Pers, 2001), h.118.  
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 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu‟lu‟ Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari 
Dan Muslim ( Jakarta: Gramedia, 2017), h.105. 
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 ِللا ِدْبَع  َْع َد َلَاق ِبِئ الِسّا  ِْب  ُه اَنّْ َأَسَف ٍلِقْعَن  ِْب ِللا ِدْبَع ىَحَع  َْحَخ 
 َل اَق َف ِةَعَراَذُهّْا  وُسُر لِن َأ ُتِب َاث َمَعَز ِوْيَحَع للا َلَص ِللا َل ومحَس ىَه َن   َْع
 َزُنا َأَوِةَعَرِابَرَن  ّْاَؤُه َلَاقَو ِةَرَج  َسَْأَبلا َاِبِ) )محسلما هاور 
Artinya: dari Abdullah bin Sa‟ib berkata: “kami masuk menemui 
Abdullah bin ma‟qil dan kami tanyakan kepadanya tentang 
muzaraah? Maka jawabnya:‟Tsabit menhyebutkan bahwa 
Rasulullah Saw melarang muzaraah dan memerintahkan 
(membolehkan) muajarah (pembiayaan kerja tani) dan ia 




 ُللا َلَق َلَق َمَحَسَو ِوْيّحّع للا ىَحَص لِبِلِنّا  َْع ُوْنَع للا َيِضَر ةَر ْي رُى ْبِأ  َْع
 ِب ىَطَْعأ ٌلُجَر ِةَن اَيِقّْاَن ْو َي مُهُه َْ َخ َاَنأ ٌَةث ّلاَث َلَ اَع َت  ٌلُج َرَو َرَدَغ لُِثُ
 َعَاب  ُهَرْجَأ ِطْع ُي َْلَو ُوْنِن َفَوَتْس َاف ًارَج ْأَتْس ا ٌلُج َرَو ُوََنَثَ لَك ََأف الِرُح   
  )ىر اخبّا هاور( 
 Artinya:“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW Bersabdah: Allah ta‟ala 
berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka 
pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu 
mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah 
merdeka lalu memakan (uang dari)  harganya dan seseorang yang 
memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan 
pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya”.)HR. Bukhari).22 
 
c. Dasar hukum ijma‟ 
Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah disepakati oleh 
para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Hal tersebut dikarenakan 
masyarakat sangat membutuhkan akad ini.
23
 Manusia senantiasa 
membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. Ijarah 
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  adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena 
ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali 
melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini 
untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk 
aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep ijarah 
merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan 
kessulitan dalam kehidupan manusia.
24
 
C. Rukun dan Syarat Upah  
1. Rukun upah (ujrah) 
Menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul, 
yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari 
Ijarah  sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah 




Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat 
yaitu: 
a. A‟qid (orang yang berakad) 
Aqid adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau 
upah mengupah. Orang yang memberi upah atau menyewakan ialah 
Mu‟jir, orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan 
menyewa sesuatu yaitu musta‟jir. Disyaratkan pada Mu‟jir dan 
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22 
 
musta‟jir adalah baligh, berakal cakap melakukan tasharruf 
(mengendalikan harta), dan saling meridhai.
26
 
b. Shighat (Ijab dan qabul) 
Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad 
(Sigatul-„aqd), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian 
Islam, ijab dan qabul dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, dan 
dengan isyarat. 
c. Ujrah (upah) 
Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu 
yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah 
adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).  
d. Manfaat  
Dalam mengontrak pekerja harus jelas bentuk pekerjaan dan 
upahnya sebab transaksi ujrah belum jelas maka hukumnya fasid.  
2. Syarat upah (ujrah) 
Pertama, Syarat terjadinya akad (Syurut al-in‟iqad) syarat ini 
berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi pihak 
yang melakukan ijarah ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan 
ijarah itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang 
sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang 
tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang mumayyiz 
tidak sah melakukan ijarah. Demikian pula orang yang mabuk dan orang 
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yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan ijarah 
ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan 
bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka 
golongan Syafi‟iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang 
melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup 
hanya sekedar sudah mumayyiz saja.
27
 
Kedua, syarat pelaksanaan ijarah ( Syturut al-al-nafadz). Akad 
ijarah  dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak 
sah akad ijarah terhadap barang milikatau sedang dalam penguasaan orang 
lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka ijarah tidak 
sah. 
Ketiga, syarat sah (Syurut al-sihhah) ada terkait dengan para 




a. Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Dalam 
konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak 
atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu 
datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
29
 Hal ini 
berdasarkan firman Allah swt: 
                       
          
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 
benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 
suka sama suka diantara kamu.”30 
 
Dari ayat diatas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban 
untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa 
perkataan maupun perbuatan.
31
 Oleh sebab itu tidak boleh mempekerjakan 
seseorang secara paksa, tidak boleh menganiaya ajjir, untuk menghalang-
halangi haknya atau mengulur-ulur pembayarannya, atau mengambil 
sesuatu kemanfaatan darinya tanpa iwadh atau upah, itu sama saja 
memperbudakny sebagaimana dikatakan oleh fuqaha islam yang 
disimpulkan dari sebuah hadis yang manggap orang yang “memakan” 
tenaga dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang 




b. Objek akad yaitu Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat 
ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang 
melakukan akad ijarah. 
33
 kejelasan akad ijarah bisa dilakukan dengan 
dengan menjelaskan: 
1) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui 
benda yang disewakan. Apabila seorang mengatakan, “saya sewakan 
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kepadamu salah satu dari rumah ini” maka akad ijarah tidak sah, 
karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas. 
2) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam 
kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, 
misalnya berapa hari di sewa. 
3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. 
Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi 
perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi 
sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. 
Atau pekerjaan menjahit baju lengkap celana, dan ukurannya jelas.
34
 
c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan 
syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru 
bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewa 
jasanya. Objek sewa juga harus terpenuhi secara syar‟i, oleh karena itu, 
tidak sah sewa jasa sapu dari orang yang sedang haid atau menyewa 
orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan 
dikalangan ulama ahli fiqih. 
d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara 
syara‟, seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali 
dan sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau 
suatu yang dilarang syara‟. Berdasarkan dabit ini maka tidak boleh 
menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan atau menganiaya 
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e. Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan 
dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan 
merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak 
sah ijarah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena sahalat 
menjadi kewajiban setia mukmim. Ulama kontemporer berfatwa bagi 
para pengajar Al-Qur‟an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, 
Imam Malik dan Syafi‟I berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa 
mengajar Al-Qur‟an.  
f. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat 




g. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang 
berlaku di masyarakat. 
h. Syarat yang terkait dengan upah atau uang dalam akad ijarah harus 
jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat 
menyatakan bahwa khamar dan Babi tidak boleh menjadi upah dalam 
akad ijarah  karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam 
Islam.
37
Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (ujrah) 
adalah sebagai berikut: 
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1) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis penerj). 
Akad sewa (Ijarah) tidak sah jika upah (bayaran) nya adalah anjing, 




2) Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak 
sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga 
dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang 
buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, 
seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan gambar-
gambar. Benda-benda di atas tidak sah ditukarkan dengan harta yang 
bernilai. Sementara itu bermanfaat yang menjadi akad sewa 
menyewa (ijarah) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu barang-




3) Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengupah 
dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada 
di air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok 
(di-ghasab), kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang 
harta ghasab itu memungkinkan untuk diambil kembali. 
4) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan 
upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah 
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(harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada dibawah kuasa 
orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah.
40
 
5) Upah harus berupa muttaqawwin yang diketahui. Syarat ini 
disepakati oleh para ulama. Syarat mal muttaqawwin diperlukan 
dalam ijarah, karena upah (ujrah) merupakan harga atas manfaat, 
sama seperti harga barang dalam jual beli. 
 Kejelasan tentang upah ini untuk menghindari perselisihan 
kedua belah pihak. Penentuan Upah atau sewa ini boleh didasarkan 
kepada urf  atau adat kebiasaan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa 
rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu 
diperbaiki, menyewa mobil dengan imbalan mereparasinya sampai 




Termasuk upah yang tidak jelas adalah membayar upah 
dengan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan yang disewa. 
Misalnya, sseorang disewa untuk menyembelih dan menguliti 
kambing dengan imbalan kulitnya atau bagian lain dari kambing itu. 
Transaksi ini tidak sah karena belum diketahui seberapa tebal kulit 
kambing itu atau seberapa banyak bagian yang akan dijadikan upah. 
Al- Daruquthni dan lainnya meriwayatkan bahwa Nabi Saw. 
Melarang qafiz al-thahan. Kalimat ini ditafsirkan sebagai pemberian 
upah menumbuk biji gandum dengan tepung hasil tumbukannya. 
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Akan tetapi, jika dia sewa dengan upah satu bagian dengan biji 
gandum, lalu sisanya akan ditumbuk, transaksinya sah. Hal ini 
disebabkan tidak adalanya pelarangan, yakni ketidakjelasan upah dan 
orang yang diupah bekerja untuk dirinya sendiri. 
Yang termsuk dalam larangan ini adalah praktik-praktik 
berikut ini. 
1) Orang yang memanen tanaman, baik langsung oleh tangannya 
maupun menggunakan alat, diberi upah dari sebagian yag 
dihasilkannya, 10% atau semisalnya. 
2) Orang yang mengumpulkan sumbangan untuk organisasi dan 
lainnya di upah dari sumbangan yang berhasil dikumpulkannya, 
20% atau semisalnya. 
3) Makelar-makelar rumah dan semisalnya diberi upah sebagian dari 
hasil penjualannya, 20 % atau 30% karena ia melakukannya atas 
inisiatif sendiri. 
Ketiga jenis ijarah di atas tidak dibenarkan karena upah yang 
diberikan belum jelas (majhul). Hendaknya diketahui bahwa 
mengambil harta dengan cara-cara seperti ini termasuk pekerjaan 
buruk yang tidak diperkenankan syariat.
42
 
6) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat mauqud alaih 
apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang 
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disewa, maka ijarah tidak sah.
43
 Misalnya, menyewakan rumah untuk 
ditinggali yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penywa, 
menyewa kendaraan dengan kendaran, tanah pertanian dengan tanah 
pertanian, ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi‟iyah tidak 
memasukan syarat ini sebagai syarat untuk ujrah.
44
 
D. Waktu Pembayaran Upah 
Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam 
bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di 
akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip 
utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen 
melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara 
prekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas 
dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut 
meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang 
pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya 
dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat 
dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang 
halal dan yang menghalalkan yang haram.
45
 
Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab 
Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menangguhkannya sah, seperti juga 
halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, 
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat 
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mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan 




 Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang 
telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu 
sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan.namun tentang hal ini  sebaiknya 
dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.
47
 Karena pada dasarnya 
orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan 
tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kaegori kezaliman yang 
sangat dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah, seorang 
seharusnya membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin sebelum 
keringatnya kering, sebagaimana sabdanya: 
 ْبَع  َْع َلَاق َرَهُع  ِْب ِللا ِد  ْوُسَر َلَاق َحَس َو وْيَحَع ُللا ىَحَص ِللا ُل َْلْااوُطَْعأ م
 َرْجَأ َرْ يِج ُق َرَع لِفَِيَ ْنَأ َلْب َق ُه ُو )وج ان  با هاور(  
Artinya: Dari‟Abd. Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabdah, 




      Hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada 
orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan 
tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang 
bersangkutan sangat membutuhkannya. Dalam menjelaskan hadis diatas 
                                                             
46
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah 13 (Bandung: PT Alma‟arif, 1987), h.20. 
47
 Khumedi ja‟far, Op.,Cit. h.141. 
48
 Muhammad  Bin Yazid Bin Majah, Op.,Cit., h.816. 
32 
 
Syeikh yusuf Qhardhawi dalam kitabnya pesan  nilai dan moral dalam 
perekonomian Islam menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang pekerja hanya 
berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya 
dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat islam terikat oleh syarat-syarat 
antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
mengahalalkan yang haram. Penundaan pembayaraan tentu sangat merugikan 
orang tersebut apalagi jika penundaan tersebut sangat lama hingga lupa dan 
tidak dibayarkan.
49
 Penundaan pembayaran termasuk kezaliman yang sangat 
dihindari oleh Nabi sebagaimana dinyatakan dala suatu hadis: 
  ُل وُق َي ُوْنَع ُللا َيِضَر اًسَن َأ ُتْع َِسَ َل َاق ُوْنَع ُللا َيِضَر ٍرِن اَع  ِْب ِرْهَع  َْع
ا ىَحَص ُبِلِنّا َناَك هاور( ُهَرْجَأ اًدَحَأ ُمِحْظَي  ُْكَي َْلَو ُمِجَتَْيَ َمَحَسَو ِوْيَحَع ُلل
)ىراخبّا 
Artinya: Dari Amr ibn Amir, katanya: Aku mendengar Anas berkata, 
Rasulullah berbekam dan tidak pernah zalim kepada seseorang 
membayar upahnya”. (H.R. al-Bukhari).50 
Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda 
pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. 
Apalgi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah 
dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan 
orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja 
kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT.
51
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E. Sistem Pengupahan Dalam Islam 
Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia 
dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan upah dalam dimensi dunia maka 
konsep moral merupakn hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh 
dimensi akhirat dari upah terebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat 
tidak akan tercapai. Oleh kaena itu konsep moral diletakkan pada kotak yang 
paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah 
dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai.  
Dimensi dunia dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil 
bermakna bahwa upah yang harus diberikan harus jelas, transparan, dan 
proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi 
kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.
52
 
Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah 
upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak,
53
 kelas pekerja dan 
para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan 
tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan 
menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan 
cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak 
memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya 
ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua mahluk 
tercantum dalam surat Al-Baqarah: 
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     
Artinya: “….kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya......”54 
Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk 
bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi 
tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan diri 
sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja ialah jika para majikan tidak membayar 
secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil 
kerja mereka tidak mereka peroleh; sedangkan yang dimaksud dengan 
penganiyaaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri  
untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh 
karena itu Al-Qur‟an memtrintahkan kepada para majikan untuk membayar 
para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja 
mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya 
sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur‟an ini maka dia 
akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan dihari kemudia oleh Allah. 
Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa 
majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang 
sama tercantum dalam Surat Al Jaatsitah:
55
 
                      
    
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Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuannya yang 
benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang 
dikerjakan, dan mereka tidak dirugikan”.56 
   Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi 
balasan di dunia dan diakhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari 
apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat ini 
menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa 
yang telah disumbangkan dalam proses produksi; jika ada pengurangan dalam 
upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu 
dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjerlas bahwa upah 
setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam 
kerjasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa 
yang telah dikerjakan.  
Tentang prinsip ini disebut lagi dalam Surat Al Ahqaf 
             




Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan meproduksi bahkan 
menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, 
lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan 
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 Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal 
adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (mua‟jjir) dengan orang yang 
mempekerjakan (musta‟jir). Berikut hal-hal yang terkait dengan kesepakatan 
kerja:59 
1. Ketentuan kerja 
Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk 
dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itudalam kontrak kerjany, harus 
ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.
60
 Jenis 
pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi 
ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya 
harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu upah 
kerjanya harus ditetapkan. 
2. Bentuk kerja 
Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. 
Di dalam ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang 
harus dilakukan seorang ajir. 
3. Waktu kerja  
Dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan 
itu yng dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya 
pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi 
ajir. 
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4. Gaji kerja 
Disyaratkan juga honor transaksi ijarah  tersebut jelas dengan 
bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi ijarah 
boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas. 
 Upah dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 
a. Upah yang telah disebutkan (ajrul Musamma), yaitu upah yang telah 
disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan 
harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. 
b. Upah yang sepadan (ajrul mistli) adalah upah yang sepadan dengan 
kerjanya setara sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya adalah 




Islam mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang untuk bekerja, baik 
bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-
barang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan manusia, demikian juga amal 
ibadah kepada Allah Swt. Adapun hak-hak dan kewajiban tenaga kerja adalah 
sebagai berikut: 
a. Kerja adalah hak buruh 
Pemerintah wajib membuka lapangan kerja bagi rakyat terutama 





                                                             
61
 Ibid., h.230.  
62
 Ibrahim Lubis, ekonomi Islam Suatu Pengantar ( Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h.313. 
38 
 
b. Kerja merupakan kewajiban 
Melaksanakan pekerjaan merupakan fardhu yang ditetapkan oleh 
Allah untuk memperoleh penghidupan dan kerja itu dapat menghapuskan 
dosa-dosa dan merupakan suatu ibadah, apabila ketika bekerja senantiasa 
memelihara ketakwaan kepada Allah Swt. 
c. Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran upah 
Upah wajib dibayar terhadap majikan berdasarkan perjanjian kerja 




d. Upah buruh wajib tertentu dan tidak boleh ada unsur pemaksaan, 
penipuan, gharar, atau apa saja yang merusak akad kerja. 
e. Tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat 
Apabila buruh terpaksa melakukan pekerjaan terlalu berat mesti 
harus diberi bantuan oleh majikannya. 
f. Buruh wajib berniat ikhlas 
Dalam melaksanakan tugasnya buruh senantiasa merasa diawasi 
oleh Allah Swt., sebaik-baiknya harus kerja dengan cermat, cepat, dan 
hasil baik 
Prinsip utama dalam upah yaitu keadilan yang terletak pada kejelasan 
akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah 
akad yang terjadi antara pekerja dengan majikannya, artinya sebelum 
dipekerjakan harus jelas terlebih dahulu bagaiman upah yang diterima oleh 
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pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, 
serta waktu pembayaran upah. 
 Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan 
ditetapkan melalui negosiasasi antara pekerja,majikan, dan Negara. Dalam 
pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan 
majikan akan dipertimbang-timbangkan secara adil. Untuk itu menjadi 
tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang 
ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan 
pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan 
bagiannya sesungguhnya dari hasil kerjasam itu. Agar dapat menetapkan 
terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan 
perubahan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat 
upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini swaktu-waktu harus ditinjau 




a. Tingkat Upah Minimum 
Pekerja dengan hubungannya dengan majikan berada dalam posisi 
yang sangat lemah yang selalu kemungkinan kepentingannya tidak akan 
terlindungi dan terjaga dengan memberikan perhatian besar untuk 
melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, 
sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum 
yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, 
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tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu 
tingkat kehidupan yang layak. Pembagian kebutuhan-kebutuhan pokok 
disebutkan dalam ayat berikut: 
                            
Artinya: Sesungguhnya, ada (jaminan) untuk mu disana, engkau tidak 
akan kelaparan dan tidak aka telanjang, Dan sungguh, disana 





 Kata “Tadzmau” yang berarti dahaga, keinginan yang 
sangatmendesak; kerinduan, nampaknya menunjukkan bahwa kata 
“Tadzmau” tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana yaitu 
dahag terhadap air tapi dahag (kebutuhan) terhadap pendidikan dan 
pengobatan. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab Negara 
Islam untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara hidupnya atau 




Hadis ini juga menganjurkan upah para pekerja harus cukup untuk 
menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut ta‟aruf hidup pada 
saat itu.dan ini sewajarnya dianggap sebagai tingkat upah minimum, dan 
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b. Upah Tertinggi 
 
Islam tidak membiarkan upah dibawah tingkat minimum yang 
ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. Islam juga tidak 
membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang 
ditentikan berdasarkan sumbangsihnya terhadap produksi. Sebagaimana 
dikethaui betapa pentingnya bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat 
memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan 
pemerataan. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan 
melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah 
tersebut. Dalam Firman Allah Swt., yang dijelaskan dalam Qs. An-Najm: 
39 memberikan gambarana tentang batas upah tertinggi, yaitu: 
         
Artinya: “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah 
diusahakannya” 67 
Ayat ini menetapkan tentang apa yang dapat dituntut oleh pekerja 
dari para majikan mereka, upah maksimum yang mereka tuntut dari para 
majikan harus sesuai dengan apa yang telah mereka sumbangkan yaitu 
tenaga kerja mereka. 
c. Tingkatan upah yang sesungguhnya 
Islam telah melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya 
upah dibawah tingkat terendah seharusnya tidak terjadi untuk melindungi 
hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan upah yang melebihi batas tertinggi 
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tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah 
yang sesungguhnya akan berubah dari kedua batas-batas ini dari undang-
undang persediaan dan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi 
oleh standar hidup dari kelompok kerja.
68
 
F. Gugurnya Upah 
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila 
barang yang ditangannya rusak. Menurut ulama Syafi‟iyah, jika ajir bekerja 
ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tempat memperoleh upah. Sebaliknya, 
apabila barang berada ditangannya, ia tidak memperoleh upah. Pendapat 
tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah. Ulama Hanafiyah juga 
hampir senada dengan pendapat diatas. Hanya saja diuraikan lagi, sebagai 
berikut: 
1. Jika benda ada ditangan ajir 
a. Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai pekerjaan 
tersebut 




2. Jika benda berada ditangan penyewa 
Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja. 
G. Prinsip-Prinsip Perjanjian 
Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum 
untuk kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 
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1. Muamalat Adalah Urusan Duniawi 
Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua 
perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Olh karena itu semua 
perbuatanyang dikerjakanharus sesuai dengan tuntunan yang dikerjakan 
oleh Rasulullah Saw. Dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah 
 َْلاا  َفْيِق ْولِ تّا ِتاَد اَبِعّْا ِفَ ُلْص  اَب َت ِْلْاَو ُع 




Sebaliknya dalam muamalat, semuanya boleh kecuali ada yang 
dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesame manusia 
di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya 
diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua benuk akad 
dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan 
dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum 
yang ada dalam syara‟, hal ini sesuai dengan kaidah: 
 ْص َْلاا ِف ُل  ِدْوُقُعّْااَعُهّْاَو ِتَلاَن ىَحَع ُلِْيَّد َمْوُق َي لِتََّح ُةلِيَِّ ّا  َلاْطُبّْا ِن
 ِْيْ ِرْيلِتّاَو 
 Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah 
sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya.
71
 
 Kaidah diatas mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan 
kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) 
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baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat , termasuk 
didalamnya kegiatan transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah.
72
 
2. Muamalat Harus Didasarkan Kepada Persetujuan Dan Kerelaan Kedua 
Belah Pihak 
Dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh para pihak 
didasarkan pada kerelaan kepada semua pihak yang membuatnya.
73
 
Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan tranaksi 
merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini 
didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa [4]: 29 
                       
                    
      
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 
suka diantara kamu”74 
 
Dari ayat ini kemudian diambil suatu kesimpulan yang mirip suatu 
kaidah yang berlaku dalam bidang mumalat yang berbunyi 
اَضِّرّا ِيَس َْلْا ُد ِم اَكْح 
Kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalat)
75
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Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau 
transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua pihak 
yang melakukan transaksi. 
3. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum 
Dalam masalah muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar 
hukum, dengan syarat adat trsebut diakui dan tidak bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara‟. Hal ini sesuai dengan 
kaidah: 
اَعَّْاد ُة ُةَهّكَُمُ 
 Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum.76 
 
  Kaidah ini didasarkan pada hadis Nabi Saw. 
 َنْوُهِحْسُهّْا َُهَأراَن  َوُه َفاًنَسَح َ َسَح ِللا َدْنِع 




4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain 
Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam 
tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. 
Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan 
manfaat menghindarkan mudharat atau sering disebut juga maslahah. 
Konsekuensi prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang merusak 
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atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan seperti 
perjudian, penjualan narkoba, prostitusi, dan sebagainya.
78
 
Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah, Ad-Daruqutni, dan lain-lain dari Abi Sa‟id Al-Khudri, bahwa 
Rasulullah Saw bersabdah: 
 َرَض َلاا ر َرَارِضَلاَو 
 Jangan merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.
79
 
Dari hadis ini dibuatlah kaidah kulliyah yang berbunyi: 
 َرلِضّااَز ُُيرا ُل 
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LAPORAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten 
Way Kanan 
1. Sejarah Kampung Argomulyo  
Terbentuknya Kampung Argomulyo ini dimulai pada saat 
datangnuya transmigrasi yang datangnya dari Kabupaten Magelang 
Provinsi Jawa Tengah dan sebagian dari Provinsi Jawa Timur dan Sumtra 
Selatan (Semendo). Pada saat pelaksanaa trasmigran tersebut para 
trnsmigran yang datang dari kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang 
Jawa Tengah terbagi menjadi tujuh angkatan yaitu: 
a. Tahun 1961 angkatan I berjumlah 30 KK dengan kepala rombongan 
bapak Damin. 
b. Tahun 1961 angkatan II berjumlah 40 KK dengan kepala rombongan 
bapak Trimo. 
c. Tahun 1962 angkatan III berjumlah 50 KK dengan kepala rombongan 
bapak Wongso Bagas. 
d. Tahun 1962 angkatan IV berjumlah 50 KK dengan kepala rombongan 
bapak Sugi dan Giyart Giyo. 
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f. Tahun 1962 angkatan VI berjumlah 25 KK dengan kepala rombongan 
bapak Hendro Suwito. 
g. Tahun 1962 angkatan VII berjumlah 25 KK dengan kepala rombongan 
bapak Serjo Daimin. 
Pada tahun 1967 terjadi kesulitan pangan (paceklik) yang membuat 
banyak keluarga dan para anggota pindah ke wilayah Lampung Tengah 
dan banyak yang menderita sakit dan meninggal dunia pada saat itu karena 
kekurangan pangan. 
Selanjutnya pada tahun 1967 datang transmigran sisipan sebanyak 
20 KK yang berasal dari Provinsi Jawa Timur tepatnya daerah Mojokerto 
dan Madiun yang sampai dengan saat ini diberi nama Dusun Mojokerto, 




Pada tahun 1968 Argomulyo menjadi Kampung persiapan dan 
diresmikan pada tahun 1971 dengan diadakannya pemilihan Kepala 
Kampung pertama dan yang terpilih adalah bapak M. Trimo, sejak saat itu 
sampai dengan sekarang ini Kampumg Argomulyo telah mengalami 
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perubahan kepemimpinan Kampung Argomulyo 
 
No Masa Jabatan Nama Kepala Kampung 
1 Tahun 1971 s/d 1979 M. Trimo 
2 Tahun 1979 s/d 1987 M. Joyo Gimun 
3 Tahun 1987 s/d 1995 M. Joyo Gimun 
4 Tahun 1995 s/d 1996 Kasma S, (PJ) 
5 Tahun 1996 s/d 2004 Supratikno 
6 Tahun 2006 s/d 2009 Subroto 
7 Tahun 2009 s/d 2016 Y. Wintiawati 
8 Tahun 2016 s/d 2018 Supratikno 
Sumber: Dokumen RPJMK Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Tahun 




 Dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disetai 
peraturan turunannya mengharuskan pemerintah Kampung sudah memiliki 
peraturan dibawah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 
perubahan ini memberikan arah yang lebih pasti dikarenakan sistem 
pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan lebih lanjut mencakup 
empat bidang yang sudah diprioritaskan oleh Kementrian Desa, 
penanggulan Daerah Tertinggi dan Transmigran melalui Peraturan Menteri 
Desa setiap Tahunnya. Dengan dukungan pendanaan yang cukup besar 
harapan kami pembangunan dapat berjalan dengan pesat sehingga 
memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kampung Argomulyo. 
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 Sebagai gambaran wilayah Kampung Argomulyo ini memiliki 
batas kewilayahan sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan   : Kelurahan Pasar Banjit 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan  : Kampung Rantau Temiang 
c. Sebelah Barat berbatasan dengan  :Kampung Menanga Siamang   
  dan Rebang Tinggi 
d. Sebelah Timur berbatasan dengan  : Kampung Rantau Jaya 
Dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 berjumlah 833 KK dan 
3.533 Jiwa, sebagian besar penduduknya 80% bestatus sebagai petani yaitu 
mengolah sawah dengan memanfaatkan air irigasi Way Umpu. Kampung 
Argomulyo terdiri dari 12 dusun yaitu:Mojokerto, Kauman 1, Kauman II, 
Ngandong,Campu Asri, Campur Asri I, Campur Asri II, Rejomulyo I, 
Rejomulyo II, Rejomulyo III, Sidomulyo I, Sidomulyo II.
4
 
2. Visi dan Misi Kampung Argomulyo 
a. Visi  
“Saatnya kampung membangun bersinergi menuju masyarakat 
sehat, religious, sejahtera, aman dan damai”. 
b.  Misi  
1) Peka terhadap permasalahan warga masyarakat 
2) Prima dalam pelayanan masyarakat 
3) Bersama semua kompenan masyarakat, menuju kampung yang 
terus membangun. 
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4) Jujur dan akuntibilitas dalam setiap tindakan 
5) Terciptanya masyarakat yang religious5 
3. Demografi Kampung Argomulyo 
Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Kampung jumlah 
penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 3.533 jiwa tahun 
2010 meningkat menjadi 4.075 jiwa ditahun 2018. 
Adapun rincian penduduk berjenis secara rinci dapat dilihat pada 
table dibawah ini: 
Tabel 2 
perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
No  Jenis 
kelamin 
Jumlah Penduduk Jiwa 
Tahun 2015 2016 2017 2018 
1 Laki laki   1.928 1.995 


















Sumber:Monografi Kampung Argomulyo Tahun 2016-2021 dicatat pada 




 Seperti terlihat dalam table diatas, menunjukan adanya peningkatan 
jumlah penduduk tahun 2017 naik 5,4%, sedangkan dilihat proporsi 
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 Profil Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Tentang Perkembangan Jumlah 
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin. 
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penduduknya tercatat jumlah total penduduk Kampung Argomulyo 
sebanyak 4.075 jiwa 
7
 
4. Pendidikan Kampung Argomulyo 
Dalam rangka memajukan pendidikan, Kampung Argomulyo akan 
secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik 
melalui dana desa, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah 
lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM 
Daerah Kabupatren Way Kanan. 
Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Kampung 
Argomulyo, jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa 
menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat didalam tabel sebagai berikut: 
Tabel 3  
Perkembangan penduduk Kampung Argomulyo Mernurut Pendidikan 
Terakhir 
 
No Keterangan Jumlah Penduduk 
Tahun 2018 
1 Tidak Tamat SD 521 
2 Tamat SD 1327 
3 Tidak tamat SLTP 1102 
4 Tamat SMU 930 
5 Tamat Akademi D1/D2/D3 96 
6 Tamat S1 74 
7 Tamat S2 3 
JUMLAH 4053 
Sumber: Profil Kampung Argomulyo Tahun 2018
8
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Permasalahan pendidikam secara umum antara lain masih 
rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat 
dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, 
rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah, 
pendanaan yang berkaitan yang bersumber dari pemerintah masih terbatas 
pada kebutuhan pendidikan dasar saja dengan demikia hal ini belum dapat 
memberikan dampak secara merata berdasarkan jenjang pendidikan di 
Kampung Argomulyo. 
5. Perekonomian Kampung Argomulyo 
Secara umum kondisi perekonomian Kampung Argomulyo 
ditopang oleh beberapa mata pencarian warga masyarakat dan dapat 
diidentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti,: petani, 
buruh. PNS/TNI/Polri, Karyawan Swasta, pedagang, wirausaha, 
pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. Jumlah penduduk 
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Perkembangan Jumlah Penduduk Kampumg Argomulyo 
Menurut Mata Pencarian Tahun 2018 
 
No  Pekerjaan  Jumlah  
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 
1 Petani    1.739 
2 buruh tani   221 
3 Peternakan    5 
4 Pedagang    35 
5 Wirausaha   10 
6 Karyawan Swasta   93 
7 PNS   69 
8 POLRI   2 
9  TNI   9 
10 Pensiunan   - 
11 Tukang Bangunan   15 
12 Tukang Kayu/ Ukir   12 
13 Nelayan   - 
14  Angkutan   50 
15 Lain-lain   85 
 JUMLAH   2.345 
Sumber: Profil Kampung Argomulyo di catat pad tanggal 4 November 2018 
9
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Pola Tata Guna Lahan Kampung Argomulyo 
 
No  Lahan  Luas (ha)  
Tahun 2017 
Luas (ha)  
Tahun 2018 
1 Bangunan/ pekarangan  20 Ha 20 Ha 
2  Tegalan / kebun 50 Ha 65 Ha 
3 Sawah 268 Ha 273 Ha 
4 Tambak - - 
5 Hutan - - 
6 Perkebunan 40 Ha 50 Ha 
7 Industry  5 Ha 4 Ha 
8 Bendung 1 1 
9  Irigasi Tersier 25 Ha 25 Ha 
10  Irigasi Skunder 15 Ha 15 Ha 




6. Kesehatan Kampung Argomulyo 
Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kampung 
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Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kampung 
Argomulyo 
 






1 Puskesmas - - - 
2 Puskesmas pembantu/ PKD - - - 
3 Tenaga medis di Puskesmas 2 2 2 
4 Tenaga non medis dipuskesmas 4 4 4 
5  Toko obat dan jamu - - - 
6 Apotek - - - 
7 Dokter umum - 1 1 
8 Dokter gigi - - - 
9 Dokter spesialis - - - 
10 Matri kesehatan - - - 
11 Bidan  - 1 1 
12 Dukun bayi berijazah - - 5 
13  Posyandu - 2 2 




 Adapun jarak tempuh terjauh warga Kampung Argomulyo ke 
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu terdekat adalah 0,5 KM atau 5 menit 
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apabila ditempuh dengan berjalan kaki. Dan apabila menuju rumah sakit 
terdekat dapat ditempuh selama 15 menit. 
7. Keagamaan Kampung Argomulyo 
Dilihat dari penduduknya, Kampung Argomulyo mempunyai 
penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. 
Perkembangan pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya 
saranaperibadahan masing-masing agama. Dari hasil pendataan pernduduk 
yang beragam Islam, Kristen, Khatolik, Budha, dan Hindu. Sebagaiman 
dilihat pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 7 
Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah 
 
 
No  Agama  Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 






1 Islam     2.891 10 
2 Kristen     531 1 
3 Protestan     43 1 
4 Hindu     - - 
5 Budha     - - 
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 Sarana ibadah di Kampung Argomulyo terdiri dari: 
c. Musholla : 2 buah 
d. Masjid : 6 buah 
e. Gereja  : 2 buah ( data lengkap pada tabel ) 
Tabel 8 
Masjid-Masjid yang ada di Kampung Argomulyo 
 




1 Al-Iman Cs. Asri 2 Hi. Sudirman 625 m
2
 1963 
2 Al- Barokah Kauman Asrowi 350 m
2
 1998 
3 Asmaul-Husna Sidomulyo I Suyadi 300 m
2
 1978 
4 Nurul Yakin Sidodadi Sungkono 325 m
2
 1997 
5 Nurul Iman Ngandong Paimo 625 m
2
 1978 
6 Al-Muhajirin Rejomulyo Sugeng 500 m
2
 1985 





Mushola-mushola yang ada di Kampung Argomulyo 
 
No  Nama 
mushola 




1 Baitul Haq Cs. Asri 1    
2 Al-Amin Sidomulyo     
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8. Kesejahteraan Sosial 
Masalah kemiskinan dan penggangguran tetap merupakan salah 
satu masalah di Kabupaten Way Kanan pada umumnya. Demikian juga 
dengan Penyandag Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di 
Kampung Argomulyo.  Berikut data PMKS di Kampung Argomulyo. 
Tabel 10  
Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 
2014-2018 
 










1 Lanjt. Usia Terlantar - - - - - 
2 Anak Terlantar - - - - - 
3 Anak Yatim Piatu - - - - 30 
4 Keluarga Miskin - - - 392 392 
5 JAMKESMASDA - - - 392 392 
6 Tuna Netra - - - - - 
7 Tuna Rungu - - - - 3 
8 Tuna Wicara - - - - - 
9 Tuna Daksa/ Tubuh - - - - 2 
10 Tuna Grahita/ Mental - - - - 2 
11 Bekas Narapidana - - - - 10 
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9. Prasarana dan Sarana Kampung Argomulyo 
Pembangunan Infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya 
kemampuan  pemerintah Kampung untuk menyediakannya. Pada sebagian 
infrastruktur, pihak kampung telah berhasil menghimpun swadaya 
masyarakat murni yang terkoordinir di masing-masing RT dan RW. 
Tabel 11 
Jumlah Prasarana dan Sarana Kampung Tahun 2014-2018 








1 Jalan ber aspal 5000 m 5000 m 9000 m 
2 Jalan rabat beton  300 m 450 m 
3 Jalan berbatu/tanah 9000 m 9000 m 5000 m 
4 Jembatan kecil 20 20 25 
5 Jembatan sedang/besar - - - 
6 Bendungan - - - 
7 Jaringan irigasi 1 1 1 




Beberapa masalah Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian dan 
merupakan kebutuhan bagi masyarakat Kampung antara lain: 
a. Perbaikan Jaringan Irigasi 
b. Pembangunan Jalan Kampung 
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c. Pembangunan Drainase, Senderan Jalan dan Jembatan 
d. Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat 
e. Pembangunan Jalan Pertanian. 
10. Pemerintahan Umum 
Untuk memberikan pelayanan kepasa masyarakat, khususnya 
disektor pemerintahan umum, Kampung Argomulyo sejak lama 
memberikan layanan antara lain berupa: pencatatan sipil atau surat-surat 
keterangan perkawinan yang telah teradministrasi dengan baik, pencatatan 
data dan kependudukan dan pendataan mengenai tenaga produktif 
kampung. 
Dalam hal melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari di Kampung Argomulyo letaknya berdekatan dengan kelurahan 
pasar banjit yang memiliki pasar maka pemerintah Kampung Argomulyo 
belum memilki sarana warung desa, pada tahun 2018 ini makan 
diupayakan melalui peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui 
pembentukan Badan Usaha Milik Kampung akan mendirikan warung 
kampung yang harapannya memberikan manfaat bagi masyarakat. 
Ketentraman dan ketertiban kampung menjadi prioritas Kampung 
Argomulyo, hal itu dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan 
ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian 
masyarakat, kerukunan/kegotong royongan, dan kehidupan yang layak 
bagi masyaratkat Kampung Argomulyo dan sekitarnya. Kesemuanya itu 
62 
 
akan berdampak positif perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
pembangunan di Kampung Argomulyo.
17
 
B. Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul  
Setiap manusia tidak lepas dari bantuan orang lain, demikian pula 
praktik pengupahan buruh cangkul di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit. 
Upah mengupah yang terjadi di Kampung Argomulyo adalah  suatu akad sewa  
jasa yang diambil manfaatnya yaitu untuk mencangkul sebidang sawah yang 
cara pembayarannya terdapat dalam dua bentuk  yakni upah yang ditangguhkan 
hingga saat panen tiba yang dibayarkan dengan menggunakan gabah atau padi 
dan upah yang dibayar secara tunai.
18
 
1. Upah Yang Ditangguhkan  
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan secara garis besar praktik 
upah buruh cangkul yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah 
sistem upah yang belum jelas pembayarannya atau tidak dibayarkan pada 
awal akad tetapi menunggu panen tiba. Alasan yang melatarbelakangi 
Praktik Upah buruh cangkul yang ditangguhkan adalah pada saat pemilik 
sawah sedang membutuhkan tenaga kerja untuk mencangkul sawahnya, 
karena terlalu luas ia mengelola sawah sehingga jika dikerjakan sendiri 
akan memakan waktu lama namun ia tidak memiliki uang untuk 
membayar tenaga buruh tersebut. Hal ini merupakan kebutuhan yang 
mendesak jika pekerjaan mencangkul tidak terselesaikan oleh waktu yang 
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 Dokumen RPJMK Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit, h.25. 
18
 Wawancara bapak Amir sebagai pemilik sawah masyarakat kampung Argomulyo 




cepat maka ia akan tertinggal dengan penggarap yang lain dalam 
mengelola sawahnya yang biasanya jika tertinggal maka sering terjadi 
gagal panen yang diakibatkan terserang wereng atau jatah air yang didapat 
sudah habis dan menurutnya dengan adanya tambahan pekerja terebut 
maka pekerjaan mencangkul dapat terselesaikan tepat waktu dan dapat 
mengelolah sawahnya bersamaan dengan yang lain.
19
  
Demikian juga dengan pekerja karena adanya waktu luang yang ia 
punya maka ia menggunakan waktu untuk bekerja selain bersikap tolong 
menolong ia juga berfikir dia mempunyai tabungan untuk kedepannya jika 
pada saat panen tiba.
20
 Dengan kondisi yang mendesak tersebut sehingga 
pemilik sawah menawarkan terhadap buruh bahwasanya ia bekerja 
mencangkul sawahnya dengan upah yang diberikan pada saat panen tiba 
dan upah yang diterima bukan berbentuk uang namun upah yang diterima 
berbentuk gabah. 
Berkaitan dengan alasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
alasan buruh untuk melakukan kerja mencangkul di Kampung Argomulyo 
yaitu disebabkan karena alasan sosial artinya para pekerja melakukan akad 
mengenai upah tersebut bermaksud untuk membantu atau menolong 
pemilik sawah yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Dalam hal ini 
pemilik sawah juga memperlihatkan terlebih dahulu letak dan luas 
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 Wawancara terhadap Bapak Pardi masyarakat Kampung Argomulyo sebagai pemilik 
sawah pada tanggal 7 November 2018   
20
 Wawancara terhadap bapak Robin masyarakat Kampung Argomulyo Sebagai Buruh 
pada tanggal 7 November 2018 
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sawahnya kepada pihak buruh yang nantinya akan diberikan imbalan upah 
olehnya berupa gabah. 
Waktu kerja dalam praktik ini dua kali masa kerja yaitu waktu ia 
mencangkul sawah dan mamanen padi. Waktu kerja mencangkul sawah 
sekitar pukul 07.00 dan waktu istirahatnya sekitar pukul 10.00, namun 
istirahatnya hanya sebentar dan dilanjutkan lagi bekerja hingga menjelang 
waktu zuhur untuk beristirahat lagi untuk shalat dan makan siang. Kerja 
dilanjutkan pada pukul 13.00 hingga menjelang waktu asar tiba dan jika 
belum selesai akan dilanjutkan hari esok harinya.
21
 Setelah selesai 
mencangkul maka buruh tidak mendapatkan upah buruh hanya menunggu 
kabar kapan waktu penen tiba. 
Ketika waktu panen tiba pemilik sawah akan memberitahu para 
buruh yang bekerja mencangkul sehari sebelum panen dilakukan agar 
pihak buruh dapat menyiapkan jika terdapat halangan maka memanen padi 
dapat diwakilkan oleh saudaranya.
22
 Saat panen tiba maka pihak buruh 
akan ikut memanen padi yang telah telah disiapkan oleh pemilik sawah 
dan biasanya pemilik sawah telah menyiapkan lahan khusus untuk buruh 
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 Wawancara Bapak Sugeng, masyarakat Kampung Argomulyo Sebagai Buruh  pada 
tanggal 8 November 2018  
22
  Wawancara Bapak Sariman, masyarakat Kampung Argomulyo Sebagai buruh pada 




Ngaret yaitu bahasa yang digunakan oleh orang jawa dalam 
proses memanen padi, yaitu proses memanen padi dengan cara 





Numpuk yaitu proses kedua setelah pemotongan padi selesai 
maka tahap selanjutnya mengumpulkan padi yang sudah di arit 





Nyabet, yaitu proses ketiga dalam memanen padi setelah padi 
telah terkumpul disatu tempat maka padi akan disabetkan kealat yang 
terbuat dari kayu supaya padi rontok dan terpisah dari batang dan juga 
daunnya. 
4) Ngusung  
Ngusung yaitu proses terakhir dalam memanen padi setelah 
padi selesai dirontokan maka padi akan dimasukan kedalam karung 
dan dibagi setelah selesai maka buruh akan mengangkat padi tersebut 
ketempat yang dapat dijangkau oleh kendaraan, sehingga 
mempermudah pemilik sawah untuk mengangkut padi kerumah. 
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  Wawancara bapak Darno masyarakat kampung argomulyo sebagai buruh pada tanggal 
8 November 2018. 
24
  Wawancara Bapak Marni masyarakat Kampung Argomulyo sebagai Buruh pada 
tanggal 8 November 2018 
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setelah diketahui berapa banyak hasil yang diperoleh para buruh 
maka untuk mengetahui berapa banyak upah yang akan diterima para 
buruh maka menggunakan sistem bagi hasil yakni 5:1 ketika buruh 
mendapatkan 6 taduk padi maka 5 taduk untuk pemilik sawah dan 1 taduk 
untuk si buruh, namun si buruh tidak hanya mendapatkan gabah dengan 
hasil panennya tersebut si buruh akan mendapatkan tambahan gabah ketika 
ia bekerja mencangkul selama dua hari maka buruh akan mendapatkan 
gabah sebanyak satu taduk gabah.
25
  Dan jika buruh hanya bekerja selama 
1 hari maka buruh hanya saja mendapatkan tambahan gabah sebanyak ½ 
taduk. 
Biasanya 1 taduk gabah berisi beras kurang lebih 6 Kg beras  jika 
padi yang di panen bagus namun ketika tanaman itu kurang bagus atau 
terjadi gagal panen maka pendapatan merekapun sedikit, dan upah yang 
mereka dapat tergantung keadaan, bisa diperkirakan ketika tanaman padi 
mengalami gagal panen atau bahkan mungkin ketika tanaman itu terkena 
hama yang menghabiskan padi ataupun terkena bencana alam maka buruh 
tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun ketika padi yang ditanam bagus 
biasanya buruh dapat menghasilkan 3-4 taduk padi yang didapat dan jika 
dijadikan beras biasanya dapat menghasilkan 25kg beras dan jika dijual 
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 Wawancara bapak Agus, masyarakat Kampung Argomulyo  sebagai buruh pada 
tanggal 8 november 2018 
26
 Wawancara terhadap bapak Bandi masyarakat Kampung Argomulyo sebagai Buruh 
pada Tanggal 8 November 2018   
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Adapun hak dan kewajiban praktik upah kerja buruh cangkul di 
Kampung Argomulyo adalah: 
1. Buruh berhak mendapat imbalan atas jasa yang telah ia sumbangkan 
kepada pemilik sawah dan buruh juga mempunyai kewajiban untuk 
mencangkul sawah sampai dengan selesai. 
2. Perawatan sawah sampai padi panen sepenuhnya dibebankan pada 
pemilik sawah 
3. Jika terjadi gagal panen maka kerugian ditanggung oleh kedua belah 
pihak. 
2. Upah Yang Dibayar Secara Tunai  
Dalam praktik upah kerja buruh cangkul di Kampung Argomulyo 
Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ada juga yang dibayar secara 
tunai. Dalam pembayaran upah secara tunai ini berbeda dengan 
pembayaran upah yang ditangguhkan karena upah diberikan ketika para 
buruh telah menyelesaikan pekerjaan. Ketika buruh  telah menyelesaikan 
mencangkul sawah seluruhnya maka pemilik sawah akan segera 
membayarkan upahnya berupa dengan sejumlah uang yang dihitung 
dengan harian berapa hari buruh bekerja.
27
 Dalam pembayaran upah buruh 
cangkul secara tunai ini terdapat dua macam bentuk cara menghitung 
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 Wawancara bapak Mansur masyarakat kampung Argomulyo sebagai pemilik sawah 
pada tanggal 21 November 2018  
28
 Wawancara terhadap bapak Tukijo masyarakat kampung argomulyo sebagai pemilik 
sawah pada tanggal 22 November 2018  
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a. Upah harian biasa 
Upah harian biasa ialah upah yang diberikan terhadap buruh 
dengan bayaran uang sesuai dengan kesepakatan atau sebesar upah 
buruh pada umumnya. Dalam upah harian ini biasanya buruh di beri 
upah sebesar Rp. 50.000,- dalam satu hari ia bekerja. Namun dalam 
pelaksanaan ia bekerja makan ditanggung oleh pemilik sawah jadi 
buruh tidak harus membawa bekal lagi dalam bekerja.
29
 
b. Upah harian lepas 
Dalam upah harian lepas ini berbeda dengan upah harian biasa. 
karena upah harian lepas ini buruh harus membawa bekal sendiri dan 
pemilik sawah tidak menyediakan makan. pada setiap buruh, pemilik 
sawah hanya membayar upah sebesar Rp. 60.000,-.
30
 Alasan pemilik 
sawah menggunakan upah harian lepas ialah agar mereka tidak 
memikirkan untuk memberi makan.
31
 
waktu pelaksanaan upah kerja buruh cangkul yang dibayarkan 
secara tunai sama dengan upah kerja yang ditangguhkan yakni dimulai 
sekitar pukul 07.00 dan waktu istirahatnya sekitar pukul 10.00, namun 
istirahatnya hanya sebentar dan dilanjutkan lagi bekerja hingga menjelang 
waktu zuhur untuk beristirahat lagi untuk shalat dan makan siang. Kerja 
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  Wawancara bapak Sumingan masyarakat Kampung Argomulyo sebagai buruh pada 
tanggal 22 November 2018 
30
  Wawancara bapak gono masyarakat Kampung Argimulyo sebagai buruh pada tanggal 
22 November 2018 
31
  Wawancara Bapak kartono masyarakat Kampung Argomulyo sebagai pemilik sawah 
pada tanggal 23 November 2018 
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dilanjutkan pada pukul 13.00 hingga menjelang waktu asar tiba dan jika 
belum selesai akan dilanjutkan hari esok harinya.
32
 
Alasan pemilik sawah melakukan pembayaran upah secra tunai 
ialah karena pemilik sawah sedang mempunyai uang. Selain itu pemilik 
sawah juga tidak ingin padi yang dihasilkan dibagi-bagi kepada orang 
yang terlalu banyak sebab biasanya dalam memanen padi tidak mungkin 
jika padi akan dipanen sendiri maka biasanya menyuruh orang untuk ikut 
memanen padinya atau biasanya siapa yang menanam padi dialah yang 
akan ikut memanen padi dengan menggunakan sistem bagi hasil.
33
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 Wawancara bapak Darman masyarakat kampung argomulyo sebagai buruh pada 
tanggal 22 November 2018 
33
 Wawancara bapak Manto masyarakat kampung argomulyo sebagai buruh pada tanggal 






 ANALISIS DATA 
A. Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan 
Banjit Kabupaten Way Kanan 
Kampung Argomulyo adalah kampung yang sebagian besar 
masyarakatnya berprofesi sebagai petani, namun banyak juga para pemilik 
sawah yang masih membutuhkan tenaga kerja tambahan meskipun pemilik 
sawah tersebut juga seorang petani sehingga ia bersedia membayar upah 
kepada seseorang yang bekerja padanya. Praktik upah kerja buruh cangkul di 
kampung Argomulyo Kecamatan Banjit ini terdapat dua macam bentuk dalam 
pembayaran upahnya yakni upah yang di dibayarkan  secara tunai dan upah 
yang di di tangguhkan.  
Upah yang dibayarkan secara tunai terdapat dua macam yaitu upah 
harian biasa dan upah harian lepas yang dalam praktiknya sama dengan 
pemberian upah buruh pada umumnya, yaitu ketika selesai bekerja maka upah 
akan segera diberikan dengan sejumlah uang, yang mana upah harian biasa 
buruh akan dibayar sebesar Rp. 50.000,- dan upah harian lepas akan dibayar 
dengan sejumlah uang sebesar Rp. 60.000,-. Selain dari nominalnya, perbedaan 
dari kedua bentuk pembayaran upah tersebut ialah terdapat pada jatah 
makannya. Pada upah harian biasa makan dan minumpara buruh ditanggung 
oleh pemilik sawah, sedangkan upah harian lepas makan dan minum para 
buruh ditanggung oleh para buruh itu sendiri. Berbeda dengan upah kerja yang 





suatu pekerjaan tertentu dan dibayarkan pada saat panen tiba  berupa jatah 
memanen padi dengan menggunakan sistem bagi hasil dan tambahan 
mendapatkan upah gabah sesuai dengan berapa lama ia bekerja. 
Upah kerja buruh cangkul ini dilakukan pada saat pemilik sawah 
membutuhkan tenaga kerja dan sedang tidak memiliki uang sehingga 
pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai dan upah yang dibayarkan juga 
tidak berbentuk uang melainkan berbentuk gabah. Setiap perilaku manusia 
tidak lepas dari motivasi yang melatarbelakanginya begitu juga dengan praktik 
upah kerja yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten 
Way Kanan. 
Akad sewa jasa yang terjadi pada saat pemilik sawah menawarkan 
pekerjaan pada buruh dan menjelaskan sistem pengupahannya yaitu ketika 
buruh telah selesai mencangkul ia tidak langsung mendapatkan upah melainkan 
upah yang didapat akan ditangguhkan hingga saat panen padi tiba, ketika panen 
tiba maka buruh akan mendapatkan jatah untuk memanen padi yang luasnya 
telah disediakan oleh pemilik sawah, ketika buruh telah selesai memanen padi 
dan telah diketahui berapa banyak padi yang di dapat maka akan dilakukan 
bagi hasil. Dengan menggunakan takaran 5:1 yaitu jika buruh mendapatkan 6 
taduk gabah maka 5 taduk untuk pemilik sawah dan 1 taduk untuk buruh dan 
buruh akan mendapatkan tambahan sebanyak 1 taduk gabah ketika buruh 
bekerja mencangkul selama dua hari dan jika buruh hanya bekerja sehari maka 
buruh hanya mendapatkan upah ½ taduk saja. Biasanya dalam 1 taduk gabah 





ketika buruh menyepakati penawaran dari pemilik sawah maka terjadilah akad 
upah mengupah atau Ijarah. 
Buruh tidak hanya bekerja mencangkul sawah namun ketika padi telah 
siap dipanen maka buruh akan ikut memanen padi. Buruh akan melakukan 
beberapa tahap terlebih dahulu untuk mendapatkan upah yaitu tahap pertama 
buruh harus mengarit padi terlebih dahulu setelah itu buruh akan 
mengumpulkan padi dalam satu tempat, tahap berikutnya buruh akan 
menyabetkan padi kealat yang telah disediakan guna untuk merontokkan padi 
dari batangnya dan tahap terakhir buruh akan mengangkut padi tersebut 
ketempat yang dapat dijangkau oleh kendaraan, barulah buruh akan 
mendapatkan upah berupa gabah. 
Harga jual  beras yang tidak menetap dan selalu berbeda tiap tahunnya 
dapat mempengaruhi hasil yang didapat oleh buruh, dan buruh belum 
mengetahui berapa banyak upah yang akan diterimanya sebab padi yang akan 
di panen belum diketahui bagus atau malah mengalami gagal panen. Jika harga 
jual beras tinggi maka upah yang didapat akan sesuai dengan apa yang ia 
kerjakan, namun jika harga jual beras rendah maka buruh akan mengalami 
kerugian karena upah yang telah ditangguhkan pada saat panen tiba dan ia pun 
masih bekerja lagi memanen padi dengan sistem bagi hasil meskipun mendapat 







B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul di 
Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan 
Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah 
yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat tidak 
melanggar ketentuan-ketentuan syara’ yang telah ditetapkan, yaitu tidak boleh 
merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan 
kemudharatan. Dalam prinsip dan asas muamalah manusia dapat 
mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat 
sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. 
Islam juga telah mengatur kesepakatan kerja yang mengatur segala 
macam baik mengenai hak dan kewajiban antara seorang buruh dan seorang 
majikan agar terjadi keseimbangan antara keduanya. Hukum Islam 
memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam 
muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat. 
Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu: 
 َاَْىيىرْحٌتلاَى ل عَُلْيىلٌَدلاَ  لَُد يَ  تَ حَة حَا بَ ىلإاَ
ىءَا يْش  َلأاَ ىفَُِلْصلأ  
Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya”. 
 
Berdasarkan kaidah diatas dijelaskan bahwa Islam memberikan 
kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya 
sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar 
ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam syara’ yaitu tidak boleh 
merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan 





kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan dalil-
dalil syara’, yaitu di dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur 
Gharar mengenai ujarahnya serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun 
orang lain dan mengenai pembayaran upahnya upah tidak boleh 
ditangguhkan, sebaiknya upah dibayarkan setelah perkerjaan selesai 
dikerjakan. Maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau 
suatu akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. 
Agar hak-hak antara kedua belah pihak dapat terpenuhi. 
Akad perjanjian Upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung 
Argomulyo yaitu pemilik sawah menawarkan pekerjaan untuk mencangkul 
sawah dengan menjelaskan sistem pembayarannya yakni dibayar dengan 
upah harian atau upah yang ditangguhkan jika buruh telah menyetujuinya 
maka telah terpenuhilah salah satu rukun dan syarat  yaitu Shighat (ijab dan 
qabul) upah mengupah. Karena rukun dan syarat dari  akad upah mengupah 
yaitu harus adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. 
Begitu pula dengan Aqidnya dalam transaksi upah mengupah telah sesuai 
dengan rukun dan syarat sahnya akad, yakni orang yang melakukan akad 
telah dewasa, sehat, dan sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna 
mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. 
Berdasarkan manfaatnya upah kerja buruh cangkul yang terjadi di 
kampung Argomulyo kecamatan banjit Kabupaten Way kanan mengandung 
manfaat yaitu dapat menciptakan kerukunan terhadap sesama dan dapat 





upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan juga menimbulkan 
kemudharatan karena upah yang akan didapat belum diketahui jelas berapa 
jumlah upah yang akan diterima sehingga dapat merugikan salah satu pihak 
yaitu buruh. Sebab upah tersebut tergantung pada padi yang akan dipanen, 
jika padi yang dipanen bagus maka upah yang didapat oleh para buruh akan 
sesui dan jika padi yang dipanen mengalami gagal panen maka buruh akan 
mengalami kerugian,  
Mengenai objek upah dalam upah kerja buruh cangkul yang 
dibayarkan secara tunai telah memenuhi rukun dan syarat sebab upah 
dibayarkan kerika pekerja telah selesai bekerja dan jumlah nominal yang akan 
didapat telah diketahui jelas. Namun dalam upah kerja buruh cangkul yang 
ditangguhkan masih ada unsur  ketidakjelasan jumlah bentuk upahnya. 
Karena pada awal akad pemilik sawah tidak menyebutkan berapa banyak 
upah yang didapat hanya saja menyebutkan upah yang didapat berupa gabah  
yakni mendapat jatah untuk ikut memanen padi dengan sistem bagi hasil dan 
akan mendapatkan tambahan 1 taduk gabah ketika bekerja dua hari. Ketika ia 
hanya bekerja sehari maka hanya diberi tambahan sebanyak setengah taduk 
gabah saja, jika padi yang dipanen bagus maka buruh tidak akan mengalami 
kerugian namun jika padi yang dipanen mengalami gagal panen maka buruh 
akan mengalami kerugian bukan hanya buruh namun pemilik sawahpun akan 
menglami kerugian. Hal ini dapat menimbulkan unsur ketidakpastian dan 





Dalam Rukun dan Syarat upah mengenai objek upah telah dijelaskan 
bahwasanya upah yang diberikan kepada para pekerja harus mutaqawwin atau 
upah harus jelas dan diketahui seperti telah dijelaskan didalam bab 2 halaman 
28. Serta telah dijelaskan bahwasanya setiap perjanjian tidak boleh merugikan 
diri sendiri dan orang lain. Muamalah dilakukan dengan atas dasar 
pertimbangan mendatangkan manfaat menghindarkan mudharat atau sering 
disebut juga maslahah. Oleh karena itu segala bentuk muamalah yang 
merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Hal ini 
didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-
Daruqutni, dan lain-lain dari Abi Sa’id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw 
bersabdah: 
 َرا ر
ىض لا وَرَ  ر ض  َلاَ
 Jangan merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang 
lain. 
Kemudian mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada 
perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar 
terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal 
ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan dengan 
hadis Rasulullah Saw: 
َىدْب عَْن عَا قَ  لا قَ  ر مُعَىنْبَ
ىللها َلَ َْلأاَاوُطْع أَم ل سَ  وَهْي ل عَُللهاَى ل صَ
ىللهاَُلَْوُس ر
َ  رْ ي





Artinya: Dari’Abd. Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabdah, 
“berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. 
(HR. Ibn Majah). 
Hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada 
orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan 
tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan 
sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran upah tersebut seperti orang 
yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang 
harus dihindari. Namun dalam praktik upah kerja buruh cangkul pembayaran 
upah ditangguhkan hingga panen tiba dengan tidak jelas kapan waktunya 
tergantung pada  padi kapan siap dipanen dan selain itu juga banyaknya upah 
yang akan didapat pun belum diketahui. 
Bila dikaitkan dengan konsep muamalah praktik upah kerja buruh 
cangkul yang dibayarkan secara tunai telah sesuai dengan hukum Islam sebab 
rukun dan syarat upah mengupah telah terpenuhi. Namun praktik upah kerja 
buruh cangkul yang dibayarkan ditangguhkan belum sesuai dengan hukum 
Islam karena adanya upah kerja yang ditangguhkan hingga panen tiba dan hal 
ini bertentangan dengan hadis Rasulullah Saw tentang waktu pembayaran 
upah, selain itu juga tidak terpenuhinya rukun dan syarat  yaitu mengenai ujrah 
(upah), sebab upah yang diterima tidak diketahui jelas sehingga mengandung 
unsur gharar dan ketidak adilan, selain itu aspek mudharatnya lebih besar 









Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, baik landasan teori tentang 
upah di bab II maupun tentang hasil penelitian yang tercantum di bab III 
kemudian dianalisa yang dituangkan di bab IV. Maka bab ini penulis dapat 
mengambil kesimpulan antara lain: 
1. Praktik upah kerja buruh cangkul yang terjadi di kampung Argomulyo 
Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan adalah upah yang dibayarkan 
secara tunai dan upah ditangguhkan pada saat panen tiba. Upah yang 
dibayarkan secara tunai terdapat dua bentuk pembayarannya yaitu upah 
harian lepas dan upah harian biasa. Selain dari nominalnya, perbedaan dari 
kedua bentuk pembayaran upah tersebut ialah terdapat pada jatah 
makannya. Berbeda dengan upah yang ditangguhkan pada saat panen tiba 
dengan upah yang berbentuk gabah. Di mana ketika hasil padi yang 
dipanen mengalami kerusakan atau gagal panen maka buruh tidak akan 
mendapatkan apa-apa, dan ketika padi yang dipanen bagus maka buruh 
akan memperoleh keuntungan. 
2. Praktik upah kerja buruh cangkul yang terjadi di kampung Argomulyo 
Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan  yang dibayarkan secara tunai 
telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah kerja dan sudah sesuai 
dengan hukum Islam. Namun, praktik upah kerja buruh cangkul yang di 





yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang 
akan diterima oleh buruh sebab hasil tanaman padi belum dapat dipastikan 
hasilnya bagus atau malah gagal. Upah kerja buruh cangkul yang terjadi di 
Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan 
tampaknya mengandung unsur ketidakpastian dan unsur Gharar yang 
dalam Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu 
pihak selain itu mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari 
pada kemaslahatannya. 
B. Saran 
1. Berdasarkan pemaparan penulis tentang praktik upah kerja buruh cangkul 
yang tidak sesuai dengan ketentuan Syara’, hendaknya masyarakat 
meninggalkan praktik tersebut karena mengandung unsur gharar dan 
ketidakadilan, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para 
buruh dari pada kemaslahatannya. Masyarakat dapat melakukan kehidupan 
yang lain yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa ada merugikan kedua 
belah pihak. 
2. Sebaiknya masyarakat Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten 
Way Kanan menggunakan praktik upah kerja yang dibayarkan secara tunai 
yang telah sesuai dengan hukum Syara’ dan tidak menimbulkan kerugian 
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